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1. Pengantar: Deforestasi seperti biasanya dan perusakan lahan
gambut oleh APRIL terus berlanjut

Pada 1996, APRIL (Asia Pacific Resources International Ltd) dari grup Royal Golden Eagle
(RGE), yang berkantor pusat di Singapura, mulai mengoperasikan pabrik pulp PT. Riau
Andalan Pulp & Paper di Riau, Sumatera. LSM lingkungan sejak saat itu mengkritik
ketergantungan pabrik tersebut pada Kayu Keras Campuran (MTH) dengan menebangi
Hutan Nilai Konservasi Tinggi (HCVF) !, deforestasi dan pembangunan perkebunan di
lahan gambut yang kaya karbon di Indonesia, yang mana menjadikan grup ini kontributor
penting terhadap perubahan iklim global. Konflik dengan masyarakat yang lahannya
diberikan izin untuk para pemasok kayu APRIL oleh pemerintah juga menjadi dampak
negatif dari keberadaan grup ini.

Kendati komitmen publik awal APRIL untuk perlindungan HCVF di tahun 20052, APRIL
dengan tidak pandang bulu terus melakukan deforestasi skala besar berdasarkan
identifikasi HCVF yang dangkal dan perlindungannya yang gagal. LSM-LSM lokal sudah
berulang kali mengkritik kegagalan ini® dan Rainforest Alliance membatalkan sertifikat
interim Chain of Custody FSC untuk APRIL di tahun 2010 karena kegagalan ini*.
Perusahaan UPM-Kymmene® dan Fuji Xerox® pernah menjadi pelanggan-pelanggan yang
paling terkemuka sebelum akhirnya membatalkan kontrak-kontrak mereka.

Pada 28 Januari 2014, Royal Golden Eagle Group (RGE) APRIL mengumumkan Kebijakan
Pengelolaan Hutan Lestari (SFMP)” 8, Namun SFMP tersebut jauh di bawah rekomendasi
para LSM, khususnya untuk “"segera memulai penebangan hutan dan lahan dan semua
kegiatan pembangunan lahan gambut sampai penilaian Nilai Konservasi Tinggi (HCV) dan
Nilai Stok Karton Tinggi (HCS) independen selesai” dan menerapkan hal ini untuk semua
perusahaan RGE, tidak hanya APRIL °.

Di dalam SFMP-nya, APRIL berkomitmen, antara lain, untuk hal-hal berikut (garis bawah
oleh EoOF):

Komitmen IL.a. APRIL mengambil sumber serat kayu bukan dari daerah kawasan
Hutan Nilai Konservasi Tinggi ("HCVF”) yang sudah diidentifikasi lewat
penilaian HCV yang independen, berdasarkan toolkit HCV Indonesia
dan ditinjau (peer-review) oleh HCV Resource Network;

Komitmen L.b. Dari 28 Januari 2014, APRIL menyatakan moratorium di wilayah
konsesi di seluruh rantai pemasok kayu APRIL di mana penilaian HCV
belum selesai;

Komitmen III.a. APRIL dan pemasok kayunya melindungi dan mengelola lahan gambut
berhutan yang diidentifikasi sebagai HCVF;

Komitmen III.b. APRIL menyatakan moratorium di lahan gambut berhutan, termasuk
kanal dan kegiatan infrastruktur lainnya, sampai penilaian HCV
independen selesai;

Komitmen IV.a. APRIL menegaskan kembali komitmennya untuk mematuhi semua
hukum dan peraturan yang berlaku, dan mengharuskan semua
pemasok kayunya untuk melakukannya;

Bagaimanapun, LSM-LSM telah melaporkan bahwa pemasok kayu APRII terus melakukan
penebangan hutan alam dan pengembangan gambut kaya karbon di provinsi Riau®® !/ 12
dan provinsi Kalimantan Timur'* ** yang mana bertentangan dengan komitmen tersebut.
Dalam laporan investigasi ini, Eyes on the Forest (EoF) menyelidiki penebangan hutan
alam dan penggalian kanal gambut yang masih dilakukan PT. Riau Andalan Pulp & Paper
(RAPP), perusahaan dari grup APRIL/RGE, di dalam konsesinya di Pulau Padang.
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Foto Sampul: Atas — Tumpukan kayu alam yang ditebang PT RAPP siap dialirkan melalui kanal
gambut dalam menuju pabriknya di Pangkalan Kerinci, Pelalawan. Ria. Foto diambil oleh EoF
pada N1°1'42.51", E102°19'41.92" tanggal 10 Juni 2014. Bawah - sebuah ekskavator sedang
membersihkan kawasan yang sudah ditebangi di dialam konsesi PT RAPP. Foto diambil oleh
EoF pada N1°1'44.23", E102°19'22.03" tanggal 10 Juni 2014.

2. Temuan Investigasi

Konsesi PT. RAPP di Pulau Padang berluas sekitar 34.000 hektar, menempati sekitar
sepertiga dari pulau seluas 110.000 hektar itu Berdasarkan analisis kami dari kronologis
citra Landsat untuk mendeteksi deforestasi dalam kaitannya dengan peraturan pemerintah
yang berlaku, EOF menyimpulkan bahwa hampir semua penebangan hutan alam
oleh PT. RAPP di Pulau Padang adalah melanggar satu atau lebih dari peraturan-
peraturan pemerintah berikut, sehingga melanggar komitmen SFMP "IV.A.
APRIL menegaskan kembali komitmennya untuk mematuhi semua hukum dan
peraturan yang berlaku, dan mewajibkan semua pemasok kayunya untuk
melakukannya”. Ketika PT RAPP mulai beroperasi di konsesi ini pada 2011, konsesi
hampir sepenuhnya ditutupi hutan alam dan sebagian besar hutan alam itu dilindungi oleh
peraturan-peraturan berikut:
» "Hutan Produksi Terbatas" berdasarkan "Tata Guna Hutan Kesepakatan" 1986
(TGHK, Keputusan Menteri Kehutanan No 173 / Kpts-II / 1986)
» “Kawasan Lindung” berdasarkan “Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau
1994” (RTRWP 1994)
» “Kawasan Lindung” dan daerah gambut dengan potensi kedalaman 3 meter,
menurut Peraturan Pemerintah Indonesia PP No. 26 tahun 2008 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Nasional”.
> Area zona penyangga 500 meter Suaka Margasatwa Tasik Tanjung Padang®®.

Pada Juni dan Oktober 2014, EoF mendatangi bagian selatan konsesi PT. RAPP dan
mengamati bahwa perusahaan melakukan penebangan hutan alam, tumpukan kayu hutan
alam yang baru saja ditebang dan pembuatan kanal guna mengalirkan gambut untuk
pengembangan perkebunan dan membawa kayu hutan alam menuju pabrik pengolahan
pulp APRIL di Pangkalan Kerinci (Peta 1 dan 2). Citra satelit Landsat tanggal 28 Januari
2014 menunjukkan bahwa PT RAPP memulai pembuatan kanal gambut dan penebangan
hutan alam di kawasan ini tepat pada hari yang sama ketika APRIL menerbitkan kebijakan
SFMP-nya (lihat Peta 3).

Pada Oktober 2014, tim investigator EoF merekam permukaan penanaman tanaman
tradisional oleh masyarakat tempatan yang mengklaim lahan ini adalah milik mereka
(lihat Bab 3 soal konflik sosial) dan pengembangan gambut dan penebangan hutan
berlanjut oleh PT RAPP (Peta 2).
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Peta 1. —EoF menemukan kawasan deforestaSI yang luas dan kanal-kanal gambut dalam. Beberapa ekskavator sedang menbmbangl pohon—pohon hutan a/am
dan menggali kanal gambut. Beberapa pohon sudah ditandai akan ditebang (4) atau sudah ditebang (6). Foto diambil oleh EoF pada tanggal 10 Juni (1-6) dan
11 Juni 2014 (7,8)
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kanal dan penebangan hutan alam oleh PT. RAPP (3, 4) di lahan
yang diklaim masyarakat tempatan dan ditanami dengan tanaman tradisional (1, 2). Foto
diambil oleh EoF pada 18 Oktober 2014.
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3. Pelanggaran-pelanggaran komitmen SFMP oleh PT. RAPP di
Pulau Padang

Berdasarkan analisis kami dari kronologis hilangnya tutupan hutan dengan menggunakan
citra satelit Landsat hingga tanggal 12 November 2014 (Peta 2), EOF menyimpulkan
bahwa semua penebangan hutan alam lahan gambut oleh PT. RAPP di Pulau
Padang yang ditutupi penuh oleh gambut sebelum dan sesudah 28 Januari 2014,
telah melanggar kebijakan perlindungan HCV APRIL tahun 2005 dan juga SFMP
tahun 2014, secara khusus komitmen-komitmen yang dikutip di bagian
pengantar laporan ini (I.a., I.b., IIl.a., III.b). Di bawah ini adalah sejarah kronologis
pelanggaran APRIL.

Fire haze is visible
in this image.
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Peta 3. —DeforestaS/ di da/am konseSI PT.RAPP ( garis kuning) antara tangga/ 23 Juli 2011
dan 3 Oktober 2014. Daerah berwarna merah muda di citra Lansat ini menunjukkan tanah
terbuka yang mulai tampak sesudah penebangan hutan. Daerah merah muda yang lebih
pekat adalah kawasan yang acap terbakar.

Pertengahan 2011, PT. RAPP memulai penebangan hutan alam di konsesi Pulau Padang,
ketika itu masih sepenuhnya berhutan, tanpa adanya penilaian HCV yang independen dan
kredibel, hanya dengan "penilaian HCV" yang lemah oleh konsultan'’, yang melanggar
kebijakan perlindungan HCV 2005 mereka sendiri. Mereka tidak mengikuti Toolkit HCV
Indonesia, yang tidak ditinjau (peer-review) oleh HCVRN.
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Pada 2013, APRIL menugaskan konsultan lainnya, PT Remarks Asia, untuk melakukan
penilaian HCV baru dari konsesi itu sembari terus menebangi hutan alam. Pada 22
November 2013, APRIL menyerahkan kepada WWF satu peta “"mendekati final”
dari kawasan HCV dan setuju dengan WWF bahwa kawasan-kawasan ini akan
dilindungi hingga kajian tepat oleh HCV Resource Network. Menariknya, kawasan
yang diidentifikasi sebagai HCV telah kehilangan sekitar 1.600 hektar hutan alam pada 8
Oktober 2013, bahkan sebelum laporan penilaian diselesaikan (Peta 3, Peta 4a).

Pada tanggal 28 Januari 2014, APRIL menerbitkan kebijakan SFMP-nya. Sejak hari itu,
PT. RAPP terus menebangi hutan alam yang mana melanggar komitmen SFMP Ia dan Ib,
tanpa konsultan HCV mereka menuntaskan satu penilaian independen, transparan dan
kredibel. Mereka semua kekurangan keterkaitan kuat terhadap Toolkit HCV Indonesia,
kurangnya proses konsultasi pemangku kepentingan yang diwajibkan dan tinjauan peer-
review oleh HCVRN seperti dikomitmenkan.

Pada Agustus 2014, APRIL membagikan lagi kepada WWF sebuah laporan "akhir"
penilaian HCV oleh PT. Remarks Asia, per tanggal 14 Juli 2014. Masih tanpa peer-review
oleh HCVRN, PT. Remarks Asia memperbarui laporan bulan November 2013-nya dengan
memodifikasi kawasan-kawasan HCV. Perubahan terbesar dalam laporan "akhir" ini adalah
dikeluarkannya hampir 2.700 hektar dari kawasan HCV yang didelineasi pada laporan
November 2013. Kawasan-kawasan ini pada 2013 telah diidentifikasi memiliki NKT 4.1
(Peta 4b). Untuk perubahan ini hanya ada penjelasan diberikan oleh staf APRIL kepada
WWF bahwa perusahaan telah memutuskan bahwa hanya NKT 1, 2 dan 3 yang akan
dilindungi tapi NKT 4, 5 dan 6 boleh ditebangi. Menariknya, PT. RAPP telah menebangi
hutan alam di sebagian besar kawasan NKT 4.1 yang sudah didelineasi sebelum laporan
“akhir” ini kepada WWF. Selain itu, delineasi HCVF “final” nyaris sama dengan delineasi
“kawasan konservasi” dalam Rencana Kerja Umum (RKU) perusahaan (rencana
penebangan dan pengelolaan berdurasi 10 tahun). Itu yang disahkan oleh pemerintah
pada 17 Desember 2013, tujuh bulan sebelum tanggal laporan “akhir” HCV. Demikianlah,
tampaknya APRIL lebih dulu mendapatkan rencana-rencana penebangannya disetujui dan
kemudian mendelineasikan HCV-nya sesuai dengan itu, dan pastinya bertentangan
dengan apa yang menjadi prinsip HCV.

Per 3 Oktober 2014, konsesi telah kehilangan sekitar 21.000 hektar hutan alam,
sebagian besar karena operasi-operasi oleh perusahaan itu sendiri yang melanggar
berbagai peraturan pemerintah. Dan sisanya karena penebangan oleh orang di sekitar
konsesi. Dari total hutan yang hilang, 8.000 ha dibabat setelah penerbitan kebijakan
SFMP. Kawasan-kawasan HCV yang diidentifikasi oleh laporan HCV PT. Remarks Asia pada
November 2013 (Peta 4c) dan Juli 2014 (Peta 3d), masing-masing kehilangan 3.260 ha
dan 1.250 ha hutan alam. Dari total kehilangan hutan ini di wilayah HCV masing-masing,
sekitar 870 ha dan 580 ha hilang setelah penerbitan SFMP. Menariknya, APRIL bahkan
tidak mengikuti interpretasi terbatas mereka sendiri tentang konsep HCV dan menebangi
sekitar 440 ha kawasan NKT 1 dan 3 baik berdasarkan laporan-laporan November 2013
dan Juli 2014.

Citra satelit Landsat tanggal 27 Oktober, 4 dan 12 November juga menunjukkan
penebangan hutan alam berlanjut di bagian selatan konsesi.
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Peta 4.—Status kawasan HCV berdasarkan dua versi laporan penilaian PT. Remarks Asia (22 November 2013 dan 14 Juli 2014) dan
deforestasi (DEF) di konsesi PT. RAPP Pulau Padang dalam tiga periode: sebelum 8 Oktober 2013 (sebelum laporan penilaian HCV
November 2013 selesai), sebelum pengumuman SFMP (antara 8 Oktober 2013 dan 28 Januari 2014) dan sejak SFMP (antara 28 Januari
dan 3 Oktober 2014).
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4. Konflik berlanjut dengan masyarakat tempatan

SFMP juga mencatat bahwa "APRIL menetapkan kemitraan dengan masyarakat setempat
sebagai bagian dari komitmennya untuk Corporate Social Responsibility" (Komitmen V).
Namun, kenyataan di Pulau Padang jauh dari hal ini.

Ketika PT RAPP mulai beroperasi di pulau pada medio 2011, mereka tiba-tiba
mengakibatkan konflik dengan masyarakat tempatan. Pada bulan Januari 2012, setelah
berminggu-minggu protes di Jakarta warga Pulau Padang dari beberapa desa termasuk
desa Bagan Melibur di kecamatan Merbau yang menjahit mulut mereka sebagai bentuk
protes terhadap operasi PT. RAPP di tanah adat mereka, mereka mencoba meyakinkan
Kementerian Kehutanan untuk menangguhkan operasi penebangan hutan untuk
sementara waktu'®.

Pada tanggal 21 Maret 2013, Kementerian Kehutanan mengeluarkan Surat Keputusan No.
180/Menhut-11/2013) yang mengizinkan PT. RAPP untuk melanjutkan operasi pembukaan
hutan mereka setelah mengeluarkan tiga desa (Bagan Melibur, Mengkirau dan desa
sebagian Lukit) dari wilayah kerja konsesi. Namun, sejak PT. RAPP kembali beroperasi,
konflik antara perusahaan dan desa Bagan Melibur kembali berulang dan terus berlanjut
meskipun telah dikeluarkan SFMP karena warga desa memprotes perusahaan yang akan
masih beroperasi di wilayah administrasi desa tersebut peta batas desa asli Kabupaten
Bengkalis 2006 (saat ini, Pulau Padang merupakan bagian perluasan kabupaten
Kepulauan Meranti).

Masyarakat Desa Bagan Melibur sudah berkali-kali melakukan protes terhadap
perusahaan melalui aksi-aksi di lokasi perusahaan, namun aksi tersebut tidak
menghentikan operasi perusahaan. Kegiatan operasional PT RAPP seringnya kawalan
aparat kepolisian seiring dengan memuncaknya ketegangan dalam beberapa tahun
belakangan ini di Pulau Padang. Pada Oktober 2013 ratusan masyarakat dari enam desa
sekitar konsesi PT RAPP blok Pulau Padang melakukan aksi damai memprotes operasi
penebangan perusahaan®® dan meminta pada Menhut dan perusahaan untuk
mengeluarkan atau enklave lahan-lahan seluas 25.000 hektar area-area administratif
sepuluh desa di kecamatan Merbau dari konsesi.

Pada pertengahan September 2014, warga desa Bagan Melibur memprotes penebangan
hutan oleh PT. RAPP di wilayah administrasi mereka sendiri®’. Menurut Jikalahari, ini
melanggar perjanjian dengan desa yang menyebutkan perusahaan tidak boleh beroperasi
di dalam wilayah desa Bagan Melibut sepanjang belum ada proses resolusi konflik dan
mufakat disepakati.

EoF mempelajari bahwa keputusan oleh Menteri Kehutanan untuk mengeluarkan beberapa
daerah dari konsesi PT RAPP tidak otomatis meredam ketegangan karena addendum SK
327 tahun 2009 berupa SK 180 tahun 2013 tidak menjawab tuntutan masyarakat untuk
penyelamatan hutan dan gambut maupun sumber kehidupan yang ada di Pulau Padang.
Secara tradisional, masyarakat di pesisir Riau masih mengolah kebun karet dan sagu.
Masyarakat yang bergantung dari sektor pertanian dan perkebunan membutuhkan lahan
untuk penerus mereka. Pun, adanya sumber-sumber alam di hutan sebagai penunjang
hidup lainnya, seperti kayu yang digunakan secara bijak sebagai bahan pokok rumah
penduduk.

Praktek penggalian kanal gambut oleh PT RAPP di Pulau Padang termasuk hal yang
ditakutkan warga akan menuai bencana di pulau kecil yang seharusnya dihindari dari
konversi hutan masif seperti ekspansi kebun akasia untuk industri pulp dan kertas ini.
Seperti yang pernah ditulis oleh Greenomics, “Menebangi mayoritas hutan lahan gambut
pada satu pulau kecil, seperti Pulau Padang, jelaslah tidak lestari, apapun alasan-alasan
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yang diberikan.” Dilanjutkan oleh lembaga ini, “Ini tentunya akan jadi tragedi jika hutan
lahan gambut Pulau Padang harus dikorbankan dalam rangka memenuhi kebutuhan
bahan baku PT RAPP"??,

5. Rekomendasi EoF kepada APRIL/RGE

EoF menghimbau APRIL/RGE dan seluruh pemasok kayunya untuk:

1.

Menghentikan penebangan hutan alam dan pengembangan gambut tidak hanya di
dalam konsesi PT. RAPP Blok Pulau Padang, tapi juga di daerah-daerah pemasok
lainnya di Indonesia®’, untuk menerapkan komimen-komitmennya sendiri dan
menghormati peraturan pemerintah.

Melaksanakan penilaian HCV yang independen berdasarkan Toolkit Indonesia bagi
seluruh konsesi dan telah dilakukan peer-review oleh HCV Resource Network, juga
mendapatkan verifikasi yang independen dan proses konsultasi publik yang
transparan.

Melindungi semua kawasan yang berpotensi HCS sampai penilaian HCS independen
dilakukan.

Melaksanakan audit pihak ke-tiga yang independen dan transparan untuk
mengevaluasi pelaksanaan SFMP juga tambahan rekomendasi dari para pemegang
kepentingan.

Menghentikan semua penebangan hutan dan kegiatan pengembangan sampai
sengketa lahan diselesaikan.

Menyelesaikan konflik sosial dengan masyarakat sesuai dengan mekanisme FPIC dan
juga melibatkan CSO independen.

Mendukung para penegak hukum dalam pemberantasan korupsi, terutama ketika
melibatkan pemasok-pemasoknya dan terkait dengan perusahaan.

6. Rekomendasi EoF bagi para pembeli dan mitra bisnis APRIL/RGE lainnya

Eyes on the Forest merekomendasikan perusahaan-perusahaan untuk tidak membeli atau
pun berinvestasi di grup APRIL/RGE sampai grup tersebut berkomitmen dengan
rekomendasi-rekomendasi di atas dan auditor pihak ketiga menyatakan keberhasilan
implementasi perusahaan.

SELESAI

Untuk informasi lebih lanjut, sila hubungi:
editor(at)eyesontheforest.or.id
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